ABSTRAK

Banyak problematika hukum yang melibatkan advokat, salah satu
contohnya adalah kasus firma hukum ABNR yang digugat oleh mantan kliennya
sendiri. Gugatan tersebut didasari pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan
advokat firma hukum ABNR. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan padahal Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan Putusan
Nomor 26/PUU-X1/2013 yang menyatakan advokat tidak dapat digugat secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya di dalam maupun di luar
persidangan asalkan menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Skripsi ini
membahas apakah perlindungan hukum bagi klien yang dirugikan oleh advokat
setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI1/2013.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan
pendekatan masalah Statute Approach dan Conceptual Approach.

Analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa advokat firma hukum
ABNR telah melanggar Pasal 6 huruf (a) UU Advokat sehingga yang berhak
memberikan penindakan kepada advokat firma hukum ABNR adalah Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Advokat. Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah inilah yang merupakan tempat perlindungan hukum
bagi klien yang dirugikan oleh advokat.
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